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PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
PROVINSI (DPRD) DALAM MELAKSANAKAN 

FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN 
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH1 
Oleh: Ina Sopia Kirihio2 

 
ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimanakah tugas dan wewenang Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan 
bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah provinsi (DPRD) dalam 
melaksanakan fungsi anggaran dan 
pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang dengan metode 
penelitian hukum normatif disimpulkan: 
 Peranan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dalam melaksanakan fungsi 
anggaran dan pengawasan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan 
dalam kerangka representasi rakyat di Daerah 
provinsi. Dalam rangka melaksanakan fungsi 
anggaran DPRD provinsi menjaring aspirasi 
masyarakat.  Fungsi anggaran diwujudkan 
dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan 
bersama terhadap rancangan Perda Provinsi 
tentang APBD provinsi yang diajukan oleh 
gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan 
dengan cara: membahas KUA dan PPAS yang 
disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD; 
rancangan Perda Provinsi tentang APBD 
provinsi; rancangan Perda Provinsi tentang 
perubahan APBD provinsi; dan rancangan Perda 
Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD 
provinsi. Fungsi pengawasan sebagaimana 
diwujudkan dalam bentuk pengawasan 
terhadap: pelaksanaan Perda provinsi dan 
peraturan gubernur; peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
provinsi; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan.  
Kata kunci: fungsi anggaran dan pengawasan; 
dprd; 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah provinsi wajib dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, karena DPRD provinsi merupakan 
representasi rakyat di Daerah provinsi. Peranan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 
dalam melaksanakan fungsi anggaran dan 
pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sangatlah penting  sebagai wujud dari 
pelaksanaan aspirasi masyarakat.   

Negara hukum ialah negara yang 
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.3  

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
provinsi ? 

2.  Bagaimanakah peranan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 
(DPRD) dalam melaksanakan fungsi 
anggaran dan pengawasan terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ? 

 
C. Metode Penelitian 

Penulisan ini disusun menggunakan metode 
penelitian hukum normatif.  
 
PEMBAHASAN 
A. Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi (Dprd) 
Pemahaman kekuasaan dalam aspek 

hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, 
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah 
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suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, 
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat 
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, 
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan 
sebagai suatu kekuasaan yang telah 
dilembagakan.4 

Hubungan pemerintah vertikal, yaitu 
hubungan atas bawah antara pemerintah 
dengan rakyatnya, di mana pemerintah sebagai 
pemegang kendali yang memberikan perintah-
perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat 
menjalankan dengan penuh ketaatan. 
Sebaliknya dalam pola ini dapat pula rakyat 
sebagai pemegang otoritas yang diwakili oleh 
parlemen, sehingga kemudian pemerintah 
bertanggungjawab kepada rakyat tersebut. 
Sewaktu pemerintah sebagai pemegang kendali 
berlangsung administrasi pemerintahan, di 
mana pemerintah sebagai pimpinan 
menyatakan kehendaknya untuk diikuti, 
sedangkan seaktu rakyat sebagai pemegang 
kendali aktif mengartikulasi kepentingan 
rakyat.5 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah. Pasal 101 ayat: 
(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan 
wewenang:  

a. membentuk Perda Provinsi bersama 
gubernur;  

b. membahas dan memberikan 
persetujuan Rancangan Perda Provinsi 
tentang APBD Provinsi yang diajukan 
oleh gubernur;  

c. melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD 
provinsi;  

d. dihapus.  
d1. memilih gubernur dan wakil gubernur 

dalam hal terjadi kekosongan jabatan 
untuk meneruskan sisa masa jabatan;  

e. mengusulkan pengangkatan dan 
pemberhentian gubernur kepada 
Presiden melalui Menteri untuk 
mendapatkan pengesahan 
pengangkatan dan/atau 
pemberhentian;  
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f. memberikan pendapat dan 
pertimbangan kepada Pemerintah 
Daerah provinsi terhadap rencana 
perjanjian internasional di Daerah 
provinsi;  

g. memberikan persetujuan terhadap 
rencana kerja sama internasional yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
provinsi;  

h. meminta laporan keterangan 
pertanggungjawaban gubernur dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
provinsi;  

i. memberikan persetujuan terhadap 
rencana kerja sama dengan Daerah lain 
atau dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan 
Daerahprovinsi; dan  

j. melaksanakan tugas dan wewenang 
lain yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pelaksanaan tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam peraturan DPRD provinsi tentang 
tata tertib. 

Penjelasan Pasal 101 ayat (1) huruf (f) Yang 
dimaksud dengan ”perjanjian internasional di 
Daerah provinsi” dalam ketentuan ini adalah 
perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak 
luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan 
Daerah provinsi. Huruf (g) Yang dimaksud 
dengan ”kerja sama internasional” dalam 
ketentuan ini adalah kerja sama antara 
Pemerintah Daerah provinsi dan pihak luar 
negeri yang meliputi kerja sama provinsi 
”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan 
kemanusiaan, kerja sama penerusan 
pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, 
dan kerja sama lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

Keberadaan pemerintah daerah adalah 
sangat penting, antara lain: 
1. Untuk melindungi dan mensejahterakan 

masyarakat; 
2. Agen demokratisasi dan memberikan 

pendidikan politik; 
3. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan 

meningkatkan efisiensi serta efektivitas 
pelayanan masyarakat; 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat; 
5. Memberdayakan potensi dan 

keanekaragaman daerah; 
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6. Misi utama pemerintah daerah adalah 
menyediakan pelayanan dasar (basic 
services) dan mengembangkans sektor 
unggulan (core competence) dengan cara-
cara demokratis; 

7. Outputs and product Pemerintah Daerah 
adalah: 
a. Public goods, yaitu barang-barang 

kebutuhan masyarakat seperti; jalan, 
pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan 
dan sebagainya; 

b. Public regulations, yaitu pengaturan-
pengaturan berkaitan dengan 
masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, 
Akte Kelahiran dan sebagainya.6 

Adanya pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada daerah-daerah 
otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam 
konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu 
merupakan hakekat negara kesatuan.7 

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu 
melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala 
Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 
dalam melaksanakan program pembangunan 
daerah, dan kerja sama internasional di 
daerah.8  

Tugas itu secara normatif sebagai cerminan 
kehidupan demokrasi dalam pemerintah 
daerah, yang harapannya adalah sebagai 
pelaksanaan check and balance  lembaga di luar 
kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat 
keseimbangan, kemudian Kepala Daerah tidak 
semaunya sendiri dalam menjalankan tugasnya, 
maka keberadaan DPRD sangat diperlukan 
dalam pembangunan daerah, namun di satu sisi 
DPRD juga merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan pemerintah daerah, dan 
akan menimbulkan kesulitan dalam 
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menjalankan tugas pengawasan tersebut, 
sehingga belum bisa dijalankan secara  efektif.9 

Desentralisasi pemerintahan yang 
pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian 
otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan 
untuk memungkinkan daerah-daerah ini 
bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah 
tersebut meningkatkan daya guna dan hasil 
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam 
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan 
pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian 
daerah perlu diberi wewenang untuk 
melaksanakan berbagai urusan pemerintahan 
sebagai urusan rumah tangganya, serta 
sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti 
pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan lain-
lain pemberian.10 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2) dan 
ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
Pemerintahan Daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan 
Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan 
Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang 
seluas-luasnya.  

Negara Republik Indonesia sebagai negara 
kesatuan menganut asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
dengan memberikan kesempatan dan 
keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi. Pelaksanaan 
desentralisasi yang menghasilkan otonomi 
tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam 
dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai 
desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris 
diwujudkan dalam pandangan negara Kesatuan 
Republik Indonesia tidak akan mempunyai 
kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang 
bersifat negara, Artinya kedaulatan yang 
melekat pada rakyat, bangsa dan negara 
Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara 
kesatuan pemerintahan, sementara itu, nilai 
dasar desentralisasi territorial diwujudkan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah dalam bentuk otonomi.11 
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Dari perspektif hubungan struktur 
kelembagaan pemerintahan implikasi politik 
dari kewenangan urusan pemerintahan adalah 
adanya divergensi atau pembagian urusan yang 
kemudian urusan yang dibagi ini menjadi 
kewenangan dari setiap struktur pemerintahan. 
Filosofi yang mendasari diperlukan adanya 
pembagian atau pemencaran urusan 
pemerintahan adalah karena wilayah negara 
terlalu luas untuk diurus oleh pemerintah pusat 
saja, oleh karena itu diperlukan desentralisasi 
dengan pembentukan daerah otonom dan 
pembagian urusan. Di samping itu dengan 
pembagian kerja antarberbagai susunan 
pemerintahan dapat menciptakan sinergi 
antarlembaga, efisiensi dan efektivitas 
pelayanan serta partisipasi masyarakat, 
sehingga ketentraman, ketertiban dan 
kesejahteraan dapat tercapai.12   

Eksistensi pemerintah daerah sebagai 
bagian dari pemerintahan nasional dalam 
konteks kesejahteraan masyarakat adalah 
sangat penting. Sebagaimana termaktub dalam 
Pasal 18 (a) UUD 1945 yang memberikan 
makna bahwa pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota berkewajiban dan mempunyai 
kewenangan untuk menciptakan ketentraman 
dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. 
Dalam kerangka ini ketiga struktur 
pemerintahan tersebut wajib bersinergi untuk 
mencapai efektivitas dan efisiensi tujuan 
pemerintahan.13  

Dari urgensi pemerintahan daerah tersebut 
di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan 
daerah mempunyai kewenangan-kewenangan 
yang memungkinkan mereka dapat 
menghasilkan public goods dan public 
regulation yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.14 

Untuk menyelenggarakan otonomi 
pemerintah pusat menyerahkan sejumlah 
urusan pemerintahan sebagai urusan rumah 
tangga daerah otonom baik pada daerah 
provinsi maupun daerah kabupaten kota, 
berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan 
budaya, pertahanan dan keamanan, serta 
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syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah 
otonom yang bersangkutan.15 

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas 
untuk melakukan suatu tindakan, berarti 
pemerintah tidak boleh bertindak untuk 
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik 
penyelenggaraan negara modern dewasa ini, 
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh 
terjadi karena hal itu akan menimbulkan 
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan 
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.16 

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan 
yang sesuai dengan kehendak rakyat yang 
diwakilinya. DPRD harus dapat memperhatikan 
kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan 
dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik 
karena jumlah rakyat yang sangat besar, 
maupun karena rakyat terdiri dari berbagai 
lapisan yang masing-masing mempunyai 
kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau 
kepentingan rakyat dapat berwujud material 
seperti sandang, pangan, eprumahan, 
kesehatan dan sebagainya maupun bersifat 
spiritual seperti pendidikan, kebebasan, 
keadilan, keagamaan dan sebagainya. Kadang-
kadang keinginan tersebut saling bertentangan 
satu sama lain17  

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat 
diselenggarakan dengan baik, apabila wakil 
rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang 
diwakilinya dan kemudian memiliki 
kemampuan untuk merumuskan secara jelas 
dan umum serta menentukan cara-cara 
pelaksanannya.18 

Tujuan dikembangkannya sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini 
adalah untuk mendorong terciptanya 
akuntabilitas kinerja instnasi pemerintah 
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya 
pemerintahan yang baik dan terpercaya, 
sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: 
1. Menjadi instansi yang akuntabel sehingga 

dapat beroperasi secara efisien, efektif dan 
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responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 
lingkungannya; 

2. Terwujudnya transparansi instansi 
pemerintah; 

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional; 

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah.19 
Instansi pemerintah diwajibkan menyusun 

Rencana Strategi dan program-program yang 
akan dilaksanakan dalam waktu 1 sampai 5 
tahun yang mencakup uraian tentang: 
1. Visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci 

keberhasilan organisasi; 
2. Tujuan, Sasaran dan aktivitas organisasi; 
3. Cara mencapai tujuan dan sasaran 

tersebut.20 
Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan 

penataan Daerah. Penataan Daerah dilakukan 
untuk mendukung penyerahan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada 
daerah otonom berdasarkan asas otonomi, 
agar dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sehingga kesejahteraan 
masyarakat dapat terwujud. Penataan daerah 
tentunya dilakukan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
disamping sebagai sarana pendidikan politik di 
tingkat lokal.21  

Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan 
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, 
pemerintah wajib melakukan pembinaan yang 
berupa pemberian pedoman, seperti dalam 
penelitian, supervisi, pengendalian koordinasi, 
pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu, 
pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas 
yang berupa pemberian peluang kemudahan 
bantuan dan dorongan kepada daerah agar 
dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.22 
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B. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan 
Fungsi Anggaran Dan Pengawasan 
Terhadap Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah  
Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu 

proses untuk menciptakan pekerjaan yang 
sudah di laksanakan. Menilainya dan 
mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
rancangan semula.23  

Pengawasan ialah “proses pengamatan dari 
pada pelaksananan seluruh kegiatan organisasi 
untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 
sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan sebelumnya.24  

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) lebih bersifat politis dan 
kontinue dapat menyangkut pencapaian tujuan 
pemerintahan dan pembangunan daerah 
secara umum, bukanlah pengawasan yang 
bersifat teknis administratif yang berkaitan 
dengan administratif pemerintahan dan 
pembangunan daerah. 

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada 
berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek 
maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini 
ditentukan oleh arti pentingnya secara politik 
strategis. Seperti halnya fungsi pengawasan 
pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada 
rencana yang dilengkapi dengan standard atau 
ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah 
kegiatan lembaga atau kebijakan publik 
“berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam 
pelaksanan rencana atau kegiatan tersebut.25 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 96 ayat: 
(1)  DPRD provinsi mempunyai fungsi:  

a. pembentukan Perda provinsi;  

                                                                                       
Normatif dan Komprehensif, Fokusmedia, Bandung, 
Januari 2011. hlm. 9. 
23

 Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo 

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam 

Pelaksanan APBD di Kota Malang(Studi di DPRD Kota 

Malang).Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 3, hlm. 

401. (Lihat Manulang (1997) Pengawasan DPRD dalam 

Pelaksanan APBD. Jakarta, LIPI Press. hlm.36). 
24

 Ibid (Lihat Siagian. Pengawasan Pemerintahan Daerah. 
LAN. Jakarta, 2008. hlm.155. 
25

 Ibid, hlm. 204. 



Lex Administratum, Vol. VII/No. 1/Jan-Mar/2019 

 

b. anggaran; dan  
c. pengawasan.  

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dijalankan dalam kerangka 
representasi rakyat di Daerah provinsi.  

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD 
provinsi menjaring aspirasi masyarakat.  

Pasal 97. Fungsi pembentukan Perda 
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 
ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:  
a. membahas bersama gubernur dan 

menyetujui atau tidak menyetujui 
rancangan Perda Provinsi; b. mengajukan 
usul rancangan Perda Provinsi; dan  

b. menyusun program pembentukan Perda 
bersama gubernur. 

Pasal 98 ayat: 
(1) Program pembentukan Perda provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf 
c memuat daftar urutan dan prioritas 
rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat 
dalam 1 (satu) tahun anggaran.  

(2) Dalam menetapkan program pembentukan 
Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), DPRD provinsi melakukan 
koordinasi dengan gubernur. 
Pasal 99 ayat: 

(1)  Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan 
dalam bentuk pembahasan untuk 
persetujuan bersama terhadap rancangan 
Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang 
diajukan oleh gubernur.  

(2)  Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:  
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun 

oleh gubernur berdasarkan RKPD;  
b. membahas rancangan Perda Provinsi 

tentang APBD provinsi;  
c. membahas rancangan Perda Provinsi 

tentang perubahan APBD provinsi; dan  
d. membahas rancangan Perda Provinsi 

tentang Pertanggungjawaban APBD 
provinsi.  

Pasal 100 ayat: 
(1)  Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan 
dalam bentuk pengawasan terhadap:  
a. pelaksanaan Perda provinsi dan 

peraturan gubernur;  
b. pelaksanaan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
provinsi; dan  

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan laporan keuangan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan.  

(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD 
provinsi berhak mendapatkan laporan hasil 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan.  

(3)  DPRD provinsi melakukan pembahasan 
terhadap laporan hasil pemeriksaan 
laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). (4) DPRD provinsi dapat 
meminta klarifikasi atas temuan laporan 
hasil pemeriksaan laporan keuangan 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 1 angka 34. Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program 
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja 
dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

Menurut terminologi bahasa, pengawasan 
berarti mengontrol proses, cara, perbuatan 
mengontrol. Di dalam bahasa Inggris berasal 
dari kata control yang berarti pengawasan. 
Mengenai pengawasan dikenal dan 
dikembangkan dalam ilmu manajemen, 
pengawasan merupakan salah satu unsur 
dalam kegiatan pengelolaan. Di dalam hukum 
administrasi, pengawasan diartikan sebagai 
kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu 
dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan 
lain diluar itu. Pengawasan berbagai aktivitas 
yang telah digariskan dalam peraturan 
perundang-undangan maka dapat dilaksanakan 
secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang 
dimaksud.26 

Hubungan antara pengawasan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 
dasarnya bahwa pengawasan adalah segala 
usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan 
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 
pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai 
dengan yang semestinya atau tidak. Dengan 
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demikian manifestasi dari kinerja pengawasan 
adalah kegiatan untuk menilai suatu 
pelaksanaan tugas secara  de facto , sedangkan 
tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah 
sebagai media terbatas untuk melakukan 
semacam cross check atau pencocokan apakah 
kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan 
tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya 
atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut 
dari hasil pengawasan tersebut.27 

Antara DPRD dengan Kepala Daerah 
mempunyai hubungan pengawasan yaitu 
hubungan yang dimiliki baik sebagai anggota 
DPRD maupun DPRD sebagai kelembagaan 
terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan 
dari pemerintahan yang demokratis, dengan 
maksud agar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah tidak menyimpang dari 
norma-norma dan peraturan perundang-
undangan serta pedoman lainnya yang 
ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh 
pemerintah yang lebih tinggi. Kemudian dari 
hubungan pengawasan tersebut melahirkan 
beberapa hak, yaitu meminta keterangan 
kepada kepala daerah, melakukan rapat kerja 
dengan kepala daerah atau perangkat daerah, 
mengadakan rapat dengar pendapat dengan 
kepala daerah, mengajukan pertanyaan dan 
hak menyelidiki, serta melakukan kunjungan ke 
lapangan, dan lain sebagainya.28  

Pengelolaan keuangan daerah menjadi 
instrumen yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah, utamanya 
dalam rangka melihat kinerja pengelolaannya  
dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan 
rakyat sebagi ruh dari otonomi. Kinerja tersebut 
dapat dilihat dari proses APBD, pelaksanaan 
dan penerapannya serta bagaimana 
pertanggungjawaban penggunaannya. 
Kedudukan APBD dalam penyelenggaraan 
otonomi sangat penting, karena disitulah dapat 
dilihat keseriusan daerah dalam meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan penuntasan krisis 
ekonomi. APBD menjadi tolok ukur kinerja 
pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah 
dalam satu tahun periode.29 
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M. Agus Santoso. Op.Cit. hlm. 611. 
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 Ibid. hlm. 212. 
29

 H. Bachrul Amiq, Aspek Hukum Pengawasan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Perspektif 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih) laksBang 
PREssindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 24. 

Dalam sudut pandang keuangan negara, 
otonomi daerah memberikan kewenangan yang 
luas kepada daerah untuk menyelenggarakan 
roda pemerintahan dan mengelola sumber-
sumber keuangan. Pengelolaan keuangan 
daerah harus dilaksanakan secara transparan 
dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip.30 
Untuk melaksanakan tugasnya sebagai suatu 
organisasi yang teratur, negara harus memiliki 
harta kekayaan. Harta kekayaan negara ini 
datang dari penerimaan negara yang 
dipergunakan untuk membiayai segala proses 
pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan 
negara tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang 
berhubungan dengan proses penerimaan dan 
pengeluaran dan negara diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu rumusan ketentuan 
Pasal 23 dan Amandemennya.31 

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD 
sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala 
Daerah yang diberikan kewenangan dalam 
menjalankan pemerintahan oleh Undang-
Undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
kesewenang-wenangan dalam menjalankan 
tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat 
seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, karena DPRD juga 
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah 
tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus 
berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di 
samping itu juga menjalankan kontrol terhadap 
penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi 
yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang 
berimplikasi pada kerugia negara.32 

Atas dasar prinsip normatif tentang fungsi 
pengawasan DPRD, dalam praktik kehidupan 
demokrasi sebagai lembaga legislatif memilki 
posisi sentral yang biasanya tercermin dalam 
doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan 
pada suatu pandangan bahwa lembaga DPRD 
sebagai wakil rakyat dapat mewakili rakyat 
secara utuh dan memilki kompetensi untuk 
memenuhi kehendak rakyat pula, agar Kepala 
Daerah sebagai lembaga ekskutif dapat 
mengimplementasikan hukum dan prinsip- 
prinsip dasar yang ditetapkan oleh lembaga 
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Sonny Sumarsono, Manajemen Keuangan 
Pemerintahan, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Graha 
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legislatif sebagai pencerminan kehendak rakyat 
di daerah, sehingga akan terjadi suasana  check 
and balance. Dalam menjalankan pemerintahan 
dan terjadi sikap saling mengawasi serta tidak 
ada lembaga daerah yang melampaui batas 
kekuasaan yang telah ditentukan.33 

Dari sekian banyak jenis hubungan dan 
wewenang antara DPRD dengan Kepala Daerah 
tersebut diatur dalam peraturan perundang-
undangan, sehingga terlihat bahwa Kepala 
Daerah bukan merupakan penguasa tunggal di 
daerah, karena penyelenggara pemerintah 
daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, hal ini 
diharapkan agar tercipta iklim demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
kemudian terjadi check and balance, gambaran 
tersebut dapat diklarifikasikan menjadi tiga 
jenis hubungan, yaitu hubungan kemitraan 
(partnership), hubungan pengawasan 
(controlling), dan hubungan anggaran 
(budgeting), seperti halnya hubungan antara 
DPR dengan Presiden pada Pemerintah Pusat.34 

Pola hubungan antara DPRD dengan Kepala 
Daerah diharapkan bisa berjalan sebagaimana 
mestinya, tentunya hal itu akan tercapai jika 
keduanya memilki visi yang sama dan bukan 
saja menyangkut kelembagaan tetapi juga 
secara individu. Bahwa mereka merasa terikat 
dengan komitmen bersama untuk menjalankan 
pemerintahan yang bertujuan untuk 
kemaslahatan daerah, serta sama-sama 
menjalankan prinsip transparan, demokrasi, 
jujur, berkeadilan, bertanggungjawab dan 
obyektif, kemudian memperhatikan faktor yang 
ideal berdasarkan keinginan masyarakat dan 
berpedoman pada aturan hukum yang berlaku 
serta norma-norma pada masyarakat.35 

Untuk terciptanya suatu kepastian hukum, 
syarat utama yang harus dipenuhi adalah 
adanya hukum atau peraturan perundangan 
yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-
kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, 
tetapi tidak dimuat di dalam peraturan 
perundang-undangan. Hal tersebut bisa 
disebabkan oleh dinamika kehidupan 
masyarakat yang lebih cepat dibandingkan 
dengan saat penetapan peraturan perundangan 
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yang bersangkutan. Keadaan seperti ini 
mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) 
untuk melakukan tindakan guna mencapai 
keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim 
dapat melakukan pembentukan hukum, 
pengisian, kekosongan hukum, melakukan 
konstruksi hukum atau harus menafsirkan 
hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk 
terciptanya suatu kepastian hukum dalam 
masyarakat.36 

Fungsi pengawasan peraturan daerah 
sangatlah penting yang memberikan 
kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan 
kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap 
pelaksanaan perda. Melalui pengawasan 
dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan 
akan terhindar dari berbagai penyimpangan 
dan penyelewengan, dari hasil pengawasan 
dewan akan diambil tindakan penyempurnaan 
memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Untuk menghindari berbagai kesalahan 
administratif dalam tata laksana birokrasi 
pemerintahan daerah tanpa mereka sadari 
dapat bermuara pada dugaan tindak pidana 
koropsi bagi pejabat publik yang menanggani 
urusan publik tersebut, dengan adanya 
pengawasan DPRD akan dapat memberikan 
perlindungan yang cukup efektif terhadap 
eksekutif dalam menjalankan tata laksana 
birokrasi pemerintahan secara optimal.37 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 
DPRD adalah pengawasan politik, yaitu 
pengawasan yang dilakukan oleh lembaga 
legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif ( 
Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah besarta 
perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan 
strategis dan bukan pengawasan teknis 
maupun administratif, sebab DPRD adalah 
lembaga politik seperti penggunaan anggaran 
yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk 
hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. 
Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD 
diharapkan DPRD mampu memainkan 
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perannya secara optimal mengemban fungsi 
kontrol terhadap pelaksanaan peraturan 
daerah. Tujuannya adalah terwujudnya 
pemerintahan daerah yang efisien, bersih, 
berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek 
yang berindikasi koropsi, kolosi dan nepotisme ( 
KKN ).38 

Menurut Mardiasmo,  ada tiga aspek utama 
yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, 
yaitu pengawasan, pengendalian,dan 
pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada 
dasarnya berbeda baik konsepsi maupun 
aplikasinya. Pengawasan mengacu pada 
tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar 
pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, 
untuk mengawasi kinerja pemerintahan. 
Pengendalian (control) adalah mekanisme yang 
dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah 
Daerah) untuk menjamin dilaksanakanya sistem 
dan kebijakan manajemen sehingga tujuan 
organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit 
merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki 
independensi dan memiliki kompetensi 
profesional untuk memeriksa apakah hasil 
kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan 
standar atau kreteria yang ada.39 

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan 
yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada 
dasarnya objek pengawasan adalah 
menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri 
dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah 
tertuang dalam perda.40  Kewengangan DPRD 
mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud 
good governance seperti yang diharapkan 
rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, 
DPRD dapat menekan eksekutif untuk 
memangkas biaya yang tidak perlu, dalam 
memberikan pelayanan kepada 
warganya.41Peningkatan peran legislatif (DPRD) 
yang sebenarnya dimaksudkan agar terciptanya 
“check and balances”, ternyata telah 
menimbulkan keadaan yang tidak diharapkan 
sering terdengar pernyataan penolakan 
anggota DPRD terhadap laporan pertanggung 
jawaban kepala daerah jauh sebelum laporan 
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tersebut disampaikan, dibahas dan diklarifikasi 
disertai ancaman akan dijatuhkan misi tak 
percaya. Hal ini berarti fungsi pengawasan 
DPRD tidak profesional. 42  Pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
meliputi: 

a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan 
pemerintahan di daerah sampai ke 
urusan pemerintahan desa; 

b. Pengawasan terhadap peraturan daerah 
dan peraturan kepala daerah. 

Sedangkan pembinaan atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah meliputi : 

a. koordinasi pemerintahan antar susunan 
pemerintahan; 

b. pemberian pedoman dan standar 
pelaksanaan urusan pemerintahan; 

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan 
konsultasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan; 

d. pendidikan dan pelatihan; dan 
e. perencanaan, penelitian, pengembangan, 

pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan.43 

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dilakukan secara berjenjang di bawah 
koordinasi Menteri Dalam Negeri. Untuk 
kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur 
dan untuk pemerintahan desa dikoordinasikan 
oleh Bupati/Walikota, yang dalam 
pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada 
camat. Untuk koordinasi terkait dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dilaksanakan pada tingkat nasional, regional, 
provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara 
berkala. Urusan yang diawasi tersebut 
mencakup urusan bersifat wajib, pilihan serta 
urusan pemerintahan dalam rangka 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.44 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dalam melaksanakan fungsi anggaran 
dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dijalankan dalam kerangka 
representasi rakyat di Daerah provinsi. Dalam 
rangka melaksanakan fungsi anggaran DPRD 
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provinsi menjaring aspirasi masyarakat.  Fungsi 
anggaran diwujudkan dalam bentuk 
pembahasan untuk persetujuan bersama 
terhadap rancangan Perda Provinsi tentang 
APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur. 
Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: 
membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh 
gubernur berdasarkan RKPD; rancangan Perda 
Provinsi tentang APBD provinsi; rancangan 
Perda Provinsi tentang perubahan APBD 
provinsi; dan rancangan Perda Provinsi tentang 
Pertanggungjawaban APBD provinsi. Fungsi 
pengawasan sebagaimana diwujudkan dalam 
bentuk pengawasan terhadap: pelaksanaan 
Perda provinsi dan peraturan gubernur; 
peraturan perundang-undangan lain yang 
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah provinsi; dan pelaksanaan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan.  

 
B. Saran 

1.  Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi wajib 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi sebagai representasi rakyat di 
Daerah provinsi dengan memperhatikan 
aspirasi masyarakat khususnya dalam 
membentuk peraturan daerah provinsi 
bersama gubernur dan membahas serta 
memberikan persetujuan rancangan 
peraturan daerah mengenai anggaran 
pendapatan dan belanja daerah provinsi 
yang diajukan oleh gubernur dan 
melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan daerah dan 
anggaran pendapatan dan belanja 
daerah provinsi. 

2.  Peranan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dalam melaksanakan 
fungsi anggaran dan pengawasan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah perlu menjalankan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan laporan keuangan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD 
provinsi berhak mendapatkan laporan 
hasil pemeriksaan keuangan yang 
dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan dan DPRD provinsi perlu 
melakukan pembahasan terhadap 

laporan hasil pemeriksaan laporan 
keuangan dan dapat meminta klarifikasi 
atas temuan laporan hasil pemeriksaan 
laporan keuangan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan. 
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